
KEPALA DESA
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA ORO-ORO OMBO
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

TAHUN 2Or9 SID 2O2s

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ORO-ORO OMBO ,

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 terrtaflg

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2Ol4 tentang Desa, Kepala Desa

memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun

terhitung sejak tanggal pelantikan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (21

huruf a Undang-Undang Nomor 3 Ta}run 2O24

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undaag

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33

ayat (41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor



Mengingat

114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan,

Perubahan RPJM Desa dibahas dan disepakati

dalarn rnusyawarah pererrcamaan pernbanrgunan

Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan

peraturan Desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa Tahun 2OI9 - 2O25;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20O4 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO4 Nomor 104, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pemirentukan Peratul-an Perundalg-undanganr

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2O1l Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2O22 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

i2 ?airun 2011 tentarrg Pernbentui<am Per-aturam

Perundang-undangan (Iembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara tahun Republik

Indonesia Tahun 20i4 iiomor' 7, Tarnbahan

Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor

: 1.

2.

3.
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5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2024 terri:rng Per'ui.rairan Kedua atas Undang-

Undarg Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa

(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia

Tahun 2024 Nomor 77. Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara

Repuiriik indonesia Tairun 20 i4 i,lornor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara

Repu-irlik irrdonesia Tahun 2Oi5 Nomor 58,

Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tenlang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tzirribairarr i.ern-oan an i-iegar'a Repubiik irrtioiiesia

Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tatacara Penvusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tarnbairzur i.ernbaran iiegar a Republik hrdonesia

Nomor 4737);

5
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

l.,lonror' 6 Tahun 2Oi4 renizlg Desa ii-ernLralan

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

123, Tambahan [rmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 1l Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah

Nornor' 43 Tahun 2Oi4 tenlang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2Ol4 tentang Desa (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

ss3e);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 1

Tairun 2014 Tenrang Pedorneur Teklis Peraturan

Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O14 Nomor 2091);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114

Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O14 Nomor 2094);

10. Per aturan Menteli Daiam Negeri Nornor' 44 rahurr

2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

611);

12. Peraturan Menter-i Desa, Pernbalgurrarr Daerair

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun



2Ol9 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 1203);

i3. Ferat.ur-am lvlenieri Desa, Perniramgurlan Daerair

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2l Tahun

2O2O tentang Pedoman Umum Pembangunan

Desa dan Pemberda-vaan Masyarakat Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor

1633);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggai dan Transrnigrasi Repuiriik indonesia

Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa

Membangun (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 20rc Nomor 3OO);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun

2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

i6. Feiatui=an ivienceii Daiarn i.iegeri iioinoi" i i0
Tahun 2OL6 tentang Badan Permusyawaratan

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol7 Nomor 89):

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2OtT tenta.ng Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerair, Tara Cara Ev-aiuasi ftzurcangan Fer-aturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Keq'a

relllellrrLarr r-,aeT'arl tlaerlttr rreEar-a Itepuuru(

Indonesia Tahun 24fi Nomor l3l2l;



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun

2OtT tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di

Bitiarig Fcrrrerinlaitaur Desa iBerit^a, i,iegara

Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor La4al;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang

lembaga Kemasyarakatan Desa dan kmbaga
Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 569);
.Ar^= ?!,.-:---.1 
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2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2OL8 Nomor

61 1):

2L. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7O Tahun

2Ot9 tentang Sistem Informasi Pemerintahan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1-+:-i.^-- a: _i i 1.i.:zv tY lrurrror' L L t.tl,

22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

Nomor 16 Tahun 2Ol9 tentang Musvawarah Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9

Nomor l2O3l;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1

F, ! .14 !.-- 
- 

!\ i ni'airurr zuib telrtang ijesa (i-crriuar'an rJaer.ail

Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2l

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk

Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk

Nomor 1 ?ahun 2016 tentang Desa (Lembaran

Daerair iiai:upaterr iiB'rrLnjuk Tairurr 2t22 i-iorrroi'

3);



Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ORO-ORO OMBO

dan

KEPALA DESA ORO.ORO OMBO

24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023

tentang Rencana Pembangunan Daerah

Kabupaten Nganjuk Tairun 2024-2O26 iBerita
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor

7);

25. Peraturan Desa Oro-oro Ombo Nomor 3 Tahun

2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa Tahun 2Ol9 - 2025 Desa Oro-oro

Ombo (l,embaran Desa Tahun 2019 Nomor 3);

26. Peraiur'an Desa Oro-oru Ornbo liornor' 5 Tahun

2024 Ter.tang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa Tahun Anggaran 2025 Desa Oro-oro Ombo

(L,embaran Desa Tahun 2024 Nomor 5)l

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA TAHUN 20L9SlD2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal i
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Oro-oro Ombo Kecamatan

Ngetos Kabupaten Nganjuk

Menetapkan



2. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusa-n

pemerintahan dan kepentingan masyarakat

seieriipat riaiam sisiern pernerinrairan irlegala

Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Oro-oro

Ombo dibantu Perangkat Desa Oro-oro Ombo

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Oro-oro Ombo

5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya

disirrgi<at EFD arjaiai;r Badan F'er'trusyawai'alarr

Desa Oro-oro Ombo

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

vang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah

dokumen perencanzran kegiatan pembangunan

Desa Oro-oro Ombo untuk jangka waktu 8
(delapan) tahun yang sebelumnya 2019 sampai

dengam 2025 rnenjarii 2Oi9 sampai dengan 2027

7. Rencana Ke{a Kefa Pemerintah Desa yang

selanjutnya disebut RKP Desa adalah kegiatan

penjabaran dari RPJM Desa Oro-oro Ombo untuk
jangka waktu I (satu) tahun.

BAB II

PRINSIP, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip Penyusunan Perubahan

meliputi:

a. kemanusiaan;

b. keadilan;

c. kebhinekaan;

d. keseirnbangarr alarr- ; darr

RPJM Desa,



e. Kepentingan nasional

Pasal 3

Asas Peny'usunan Perubahan RPJM Desa, meliputi :

a. partisipatif

b. inklusif: dan

c. keberpihakan kepada warga miskin, warga

disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat

adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.

Pasal 4

Tujuan Penyusunan Perubahan RPJM Desa:

a. sebagai dasar Perencanaan Pembangunan Desa

selama 8 (delapan) tahun;

b. mempertajam arah kebijakan Perencanaan

Pembangunan Desa yang sesuai dengan kondisi

o'ojekiii Desa;

c. memfokuskan arah kebijakan Perencanaan

Pembangunan Desa pada pencapaian SDGs Desa;

d. mengembangkan prakarsa dan aspirasi

masyarakat dalam Pembangunan Desa;

e. meningkatkan partrsipasi masyarakat dalam

proses Pembangunan Desa dan Pemberdayaan

lvtatlyal aKaL L.,esa; tlalt

f. meningkatkan Pembangu.nan Desa dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan

kewenangan berdasarkan hak asal usul dan

kewenangan lokal berskala Desa.



BAB III

MUATAN RPJM DESA

Pasal 5

Perubahan RPJM Desa memuat :

a. visi dan misi Kepala Desa:

b. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa

yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs

Desa; dan

c. rEncana progr.un dan/ai,au kegiatan

penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan, dan pemberdavaan masyarakat

yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs

Desa.

BAB iV

TAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 6

Penyusunan Perubahan RPJM Desa dilakukan

dengan tahapan kegiatan yang meliputi:

a. pembentukan tim penyusun Perubahan RPJM

Desa;

b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan

Perencanaan Pembangunan Desa;

c. penyusunan rancangan Perubahan RPJM Desa;

d. penyelenggara Musrenbang Desa untuk
membahas rancangan Perubahan RPJM Desa;

e. penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk
mernirahas, merryepai<ali dan menetapkau

Perubahan RPJM Desa; dan



f. penyelenggaraan sosialisasi Perubahan RPJM

Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa

rrreiaiui rnedia dan iorum perternuam Desa.

BAB V

SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RPJM DESA

Pasal 7

(1) Perubahan RPJM Desa Tahun 2Ol9-2O25 disusun

dengan sistematika sebagai berikut :

a. BABI : PENDAHULUAN

1.1 l,atar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Dasar Hukum

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI

DESA

2.1 Sejarah Desa

2.2 Gambaran Kependudukan

2.3 Gambaran Kelembagaan

2.4 Gambaran Tingkat

Perkembangan Desa

2.5 Gambaran Pelayanan

Masyarakat Berdasarkan

Kewenangan Desa

2.6 Gambaran Infrastruktur

2.7 Masalah dan Potensi Desa

c. BAB III : VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN

PEMBA}{GUNAii

3.1 Visi

3.2 Misi

3.3 Arah Kebiiakan Pembangunan



3.4 Sasaran

d. BAB IV : INDIKATOR KINERJA

4.1 Progrrun Indikadi

4.2 Matriks Perubahan RPJM Desa

e. BABV : PENUTUP

(2) Isi dan uraian Perubahan RPJM Desa dimaksud

pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam

Lampiran merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 8

Untuk melaksanakan Perubahan RPJM Desa Tahun

2O..-2O.. disusun RKP Desa setiap tahun vanq

ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAEI IV

PENUTUP

Pasal 9

(1) Rencana kegiatan pada Perubahan RPJM Desa

dapat dilakukan perubahan kembali apabila:

a. te{adi peristiwa khusus, seperti bencana

alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau

kerusuhan sosial yang berkepanjangan;

danlatau
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan

pemerintah pusat, pemerintah daerah

provinsi. dan/atau pemerintah daerah

kabupaten/kota.

(2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana pada ayat

(1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah



Perencanaan Pembangunan Desa dan

selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal

ciiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Desa ini dengan

peileiripailri-liry-a ciairrin i.cini-rai'arr Desa Oir:-onr

Ombo.

Ditetapkan di Oro-oro Ombo

pada tanggal 30 Mei 2025

oRo-oRo oMBo,

SMOKO

Diundangkan di Oro-oro Ombo

paiia -t^anggai 3O iviei 2G25

SE DESA ORO-ORO OMBO,

ISMAIL
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